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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

 

PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN 

AIR MINUM 

KEGIATAN 

 

SUB KEGIATAN 

: 

 

: 

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN 

AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA  

PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KABUPATEN/KOTA 

PEKERJAAN : PENDAMPINGAN PENJAMINAN KUALITAS DATA SPM AIR 

MINUM DAN AIR LIMBAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI 

SUMATERA BARAT 

LOKASI   PEKERJAAN : 19 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT 

SUMBER DANA  

 

: APBD PROVINSI SUMATERA BARAT  TAHUN ANGGARAN 

2024 

PAGU ANGGARAN 

 

: Rp. 98.133.750,- (SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA SERATUS 

TIGA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH) 
 

1. LATAR 

BELAKANG 

 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang 

merupakan perubahan ke-dua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan daerah ditujukan selain 

untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan 

pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, pasal 

18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengingatkan agar pemerintah 

daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

Selain itu, pasal 298 menyebutkan juga bahwa belanja daerah diprioritaskan 

untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar 

yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 

pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak 

diperoleh setiap warga secara minimal, bukan hanya sebagai norma, 

standar, prosedur, dan kriteria. Dimana pelayanan minimal dimaksud 

mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar 

yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang 

ditentukan.  

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan 

ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik 

dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-

prinsip SPM sebagaimana yang terdapat dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 

yaitu kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, 

kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. 

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan pasal 16 Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, telah 



ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang diperbaharui dengan 

Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan 

dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga 

negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara 

yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan 

jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.  

Pelayanan air minum dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar 

yang penting bagi masyarakat untuk dipenuhi. Dengan terpenuhinya 

kebutuhan dasar tersebut, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat 

meningkat. Pelayanan air minum dan sanitasi yang tidak memadai dapat 

menyebabkan mudah berjangkitnya penyakit yang berdampak pada 

menurunnya produktivitas masyarakat, yang pada akhirnya mengarah pada 

kemiskinan. Berdasarkan hal di atas, dapat di katakan bahwa kemampuan 

dari pemerintah dan masyarakatnya untuk melakukan intervensi, sehingga 

masyarakat miskin yang tidak mendapat akses terhadap pelayanan dasar 

esensial, dapat lepas dari kemiskinan, menjadi salah satu indikator 

kemajuan ekonomi suatu negara. 

Oleh karena itu, pelayanan sanitasi merupakan komponen yang strategis 

dalam pembangunan dan merupakan salah satu entry point dalam 

peningkatan taraf kesehatan masyarakat, serta penanggulangan 

kemiskinan. Pelayanan air bersih dan sanitasi di pengaruhi oleh faktor-

faktor legal, institusional, lingkungan, sosial budaya, serta peran serta 

masyarakat dan swasta, yang bersifat eksternal; dan faktor-faktor teknis, 

keuangan dan kelembagaan yang bersifat internal. 

Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang percepatan penyediaan 

air minum dan sanitasi yang menyatakan bahwa sanitasi adalah segala 

upaya yang di lakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang 

memenuhi persyaratan kesehatan melalui peningkatan kualitas 

pengelolaan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga, air limbah domestik, dan drainase lingkungan. Air minum 

adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa 

proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di 

minum. 

Menurunnya kualitas pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan 

sanitasi secara signifikan, umumnya mulai terjadi sejak krisis ekonomi yang 

berkepanjangan menimpa seluruh kota di Indonesia. Hal tersebut 

berdampak pada penurunan kinerja prasarana dan sarana bidang air 

minum dan sanitasi serta menurunnya kapasitas pembiayaan dan retribusi. 

Buruknya kinerja pengelolaan prasarana sarana air minum dan sanitasi 

mengakibatkan permasalahan serius yang perlu segera ditangani. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut, beberapa langkah awal perlu segera dilakukan 



untuk mengidentifikasi kebutuhan prasarana dan sarana air minum dan 

sanitasi . 

Hingga saat ini akses masyarakat terhadap layanan air minum (perpipaan 

dan non perpipaan) dan layanan sanitasi permukiman (air limbah domestik, 

sampah rumah tangga dan drainase lingkungan) di Indonesia masih relatif 

rendah.  Banyak hal yang menjadi penyebab rendahnya akses air minum 

dan sanitasi ini, mulai dari kurangnya perhatian pemerintah setempat yang 

sering mengakibatkan pembangunan sistem penyediaan air minum dan 

sanitasi belum menjadi salah satu prioritas pembangunan dari pemerintah 

setempat, hingga rendahnya kebutuhan masyarakat untuk menciptakan 

lingkungan yang sehat.  Jika dilihat lebih jauh, buruknya kondisi penyediaan 

air minum dan layanan sanitasi membawa efek domino yang sangat luas, 

seperti penurunan kualitas lingkungan hidup termasuk pencemaran 

sumber air bersih, meningkatnya angka penyakit yang ditimbulkan oleh 

sanitasi buruk, hingga menurunnya citra kabupaten/kota, baik sebagai 

daerah tujuan wisata maupun tujuan investasi, serta menurunnya 

kesejahteraan masyarakat secara umum. 

Untuk Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Air Minum dan Air Limbah 

Domestik telah terbit Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 13 Tahun 

2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan 

Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Berdasarkan Permen PUPR tersebut, 

jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah 

Kabupaten/Kota terdiri atas: 

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan 

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. 

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum nomor 13 Tahun 2023 pada SPM Bidang Pekerjaan Umum 

Daerah kabupaten/kota terdiri atas: 

a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum 

sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air Minum; dan  

b. Mutu Pelayanan Dasar penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah 

Domestik berupa ukuran kuantitas dan kualitas pelayanan. 

Ukuran kuantitas Air Minum sebagaimana dimaksud di atas dengan 

parameter sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 

liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) melalui SPAM. 

Sedangkan ukuran kualitas Air Minum adalah dengan parameter sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan 

urusan Kesehatan.  

Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik 

yaitu dengan parameter yaitu setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses 

pengolahan Air Limbah Domestik. Dan Ukuran kualitas penyediaan 

pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik adalah dengan parameter 

terdiri atas:  



a. pelayanan akses aman merupakan fasilitas buang air besar individual 

bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan 

kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar 

dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas 

dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi dengan: 

1.  tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara 

berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; 

atau 2. sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T.  

b. pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi 

masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan 

penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana 

bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah 

menggunakan lubang tanah atau cubluk kembar. 

 

Untuk Target Provinsi Sumatera Barat dari Pemerintah Pusat sampai dengan 

Tahun 2024, terhadap akses air minum layak sebesar 100% dan akses aman 

15%. Sedangkan air limbah domestik layak sebesar 75%, akses aman sebesar 

9% dan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 0% dan target untuk 

penanganan sampah sebesar 90% dan pengurangan sampah sebesar 20%. 

Selanjutnya target Pemerintah Kota Padang dari Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat terhadap akses air limbah layak sebesar 75% dan akses 

aman sebesar 11,5% dan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 

0% dan target untuk penanganan sampah sebesar 90% dan pengurangan 

sampah sebesar 20%. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 13 Tahun 2023 

pasal 41 ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan 

pembinaan dan pengawasan penerapan SPM PUPR yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Maka dari itu bentuk pembinaan dan 

pengawasan yang komprehensif untuk menjamin pencapaian target bidang 

air minum dan sanitasi diatas yang terukur dan realistis harus dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, 

melalui koordinasi Kelompok Kerja bidang Air Minum dan Kesanitasian yang 

ada. 

 

Oleh karenanya untuk menjamin pelaksanaan tugas dan kinerja yang baik 

dari Kelompok Kerja dimaksud, dibutuhkan dukungan Tenaga Ahli atau 

Konsultan Individu yang bertugas sebagai Fasilitator 19 Kabupaten/Kota, 

yang memiliki kriteria kapasitas dan pengalaman profesi sesuai kebutuhan. 

 

2. MAKSUD DAN 

TUJUAN 

 

Maksud  

Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk memfasilitasi Kelompok Kerja 

Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan 

advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai upaya pencapaian 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait kondisi akses dan layanan sanitasi 

(air limbah domestik) dan air minum di 19 Kabupaten/Kota. 



Tujuan 

Tujuan adalah meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) sub bidang air minum dan air limbah 19 

Kabupaten/Kota serta konsistensi pelaksanaan implementasinya sesuai 

kondisi eksisting masing-masing daerah, yang dapat menjadi pedoman 

dalam pembangunan dan pengembangan air minum dan sanitasi di 19 

Kabupaten/Kota. 

 

3. SASARAN Sasaran kegiatan ini adalah pendampingan terhadap pemerintah provinsi, 

dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan advokasi kepada 19 

Kabupaten/Kota dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimal sub bidang 

Air Minum dan Air Limbah Domestik. 

 

4. LOKASI 

KEGIATAN 

Kegiatan ini berlokasi di 19 Kabupaten/Kota  

 

5. NAMA DAN    

ORGANISASI  

PENGGUNA 

JASA 

Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya adalah: 

Nama      :   Ir. DEDI RINALDI, M.Si 

NIP          :   19680622 199303 1 007 

Jabatan          :   Jabatan   :   Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan   

                                                 Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat   

                        

6. SUMBER  

PENDANAAN  

Pagu paket kegiatan ini adalah Rp. 98.133.750,- (Sembilan Puluh Delapan 

Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)  dibiayai 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Bina Marga, Cipta Karya 

dan Tata Ruang Provinsi  Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024. 

7. LINGKUP 

PEKERJAAN  

 

1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas data dan 

dokumen penerapan SPM sub bidang Air Minum dan Air Limbah 

Domestik Kabupaten/Kota; 

2) Memfasilitasi proses penyusunan laporan SPM sub bidang Air Minum 

dan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota; 

3) Melaksanakan beberapa dukungan yang bersifat umum: 

 Melaporkan progres dan substansi hasil kerjanya kepada Kepala 

Seksi Pengembangan SPAM dan Penyehatan Lingkungan; 

 Mendorong Pemerintah kabupaten/kota untuk melaporkan data 

capaian penerapan SPM sub bidang Air Minum dan Air Limbah 

Domestik ke dalam aplikasi e-SPM Bangda dan SICALMERS; 

 Hadir dan berpartisipasi aktif pada acara-acara Pokja Sanitasi 

Provinsi dan Kabupaten/kota yang relevan dengan lingkup 

pekerjaan; 

 Membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan kegiatan seksi 

Pengembangan SPAM dan Penyehatan Lingkungan apabila 

diperlukan. 

 



8. PENDEKATAN 

DAN 

METODOLOGI  

Pendekatan dan metodologi harus: 

a) Menjelaskan proses penyusunan capaian penerapan SPM sub bidang 

Air Minum dan Air Limbah Domestik; 

b) Menjelaskan tahapan penyusunan capaian penerapan SPM sub bidang 

Air Minum dan Air Limbah Domestik; 

c) Menjelaskan produk/hasil yang dihasilkan dari pekerjaan ini; 

d) Menjelaskan standar, aturan, pedoman yang akan dipakai berkaitan 

dengan pembangunan air minum dan air limbah domestik. 

 

9. JANGKA 

WAKTU 

PELAKSANAAN 

Jangka waktu pelaksanaan pada kegiatan  ini  adalah  300 (tiga ratus) hari 

kalender/10 (Sepuluh) bulan. 

10. TENAGA AHLI 

YANG 

DIBUTUHKAN 

Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah 1 (satu) Konsultan 

Individu sebagai Fasilitator Provinsi untuk 19 Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Barat 

11. KUALIFIKASI 

PROVINCIAL 

FASILITATOR 

IMPLEMENTASI 

(PFI)  

Kualifikasi Umum : 

1. Berpengalaman bekerja sama dengan Pemerintah Daerah/SKPD Daerah; 

2. Mampu memimpin pertemuan dan koordinasi dalam lingkup satuan 

organisasi pemerintahan; 

3. Memiliki kemampuan dan advokasi yang baik; 

4. Memiliki pemahaman yang baik akan perencanaan dan implementasi 

pembangunan air minum dan air limbah domestik; 

5. Mampu bekerjasama dalam kelompok/organisasi dan bekerja secara 

team work; 

6. Mampu mengoperasikan komputer dan meguasai program aplikasi 

perkantoran; 

7. Bersedia bekerja secara fulltime sesuai penugasan, tidak menjalani 

kontrak dengan instansi/lembaga lain (bersedia diperhentikan dengan 

tidak hormat jika terbukti menjalani kontrak dengan pihak lain selama 

penugasan); 

8. Bersedia ditempatkan di ibukota Provinsi Sumatera Barat; 

9. Memiliki pengalaman kerja sebagai Fasilitator di 

Provinsi/Kabupaten/Kota pada Program PPSP dan Air Minum. 

 

Kualifikasi Khusus : 

1. Minimum S1, bidang teknik 1) Teknik Lingkungan/Penyehatan; atau 2) 

Kesehatan Masyarakat; atau 3) Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota; 

atau 4) Teknik Sipil atau Jurusan Lain yang mendukung; 

2. Memiliki pengalaman 2 (dua) tahun dibidang: 

 Fasilitasi Pemerintah Daerah/OPD; 

 Perencanaan prasarana air minum dan air limbah domestik; 

 Penyusunan Kebijakan dana/tau strategi pembangunan infrastruktur 

Kabupaten/Kota (seperti RPJM, RPJMD, RTRW/RDTRK dan Master 

Plan). 



12. KELUARAN Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini meliputi : 

1). Laporan Bulanan selama masa penugasan sebanyak 5 buku; 

2). Laporan Akhir yang berisi rekap penerapan SPM sub bidang air 

minum dan air limbah sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku sebanyak 5 buku; 

3). Laporan pada aplikasi eSPM Bangda dan SICALMERS; 

4). Soft file laporan bulanan dan laporan akhir (berupa flash disk). 

13.  PEMBAYARAN  Pembayaran biaya  Fasilitator dilakukan setiap bulan dengan melampirkan 

laporan bulanan. 

14.  PELAPORAN Tenaga Ahli diharapkan dapat menyusun hasil Fasilitasi penyusunan capaian 

penerapan SPM sub bidang air minum dan air limbah domestik 19 

Kabupaten/Kota yang berisi hal-hal sebagai berikut : 

1. Laporan Bulanan 

Laporan bulanan terdiri dari perkembangan pelaksanaan tugas pada bulan 

lalu, permasalahan yang ada, rencana tindak lanjutnya serta ouput yang 

telah dicapai. Laporan disampaikan ke Kuasa Pengguna Anggaran Bidang 

Cipta Karya Dinas Bina Marga Cipta karya dan Tata Ruang Sumatera Barat. 

2. Laporan Akhir 

Laporan akhir berisi data  capaian penerapan SPM sub bidang air minum 

dan air limbah domestik pada 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Barat dan laporan SPM air minum. 

 

15. PENUTUP Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, konsultan hendaknya 

memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan 

masukan lain yang dibutuhkan. Berdasarkan bahan-bahan tersebut maka 

selanjutnya konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas 

dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ). 

 
 Padang,      Februari 2024 

Diketahui Oleh, 
KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

 

 

 

Ir. DEDI RINALDI, M.Si 
NIP. 19680622 199303 1 007 

Dibuat Oleh, 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

 

 

 

WENNI HANDAYANI, ST 
NIP. 19820321 201503 2 002 

 



Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

Pekerjaan :

Lokasi : 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2024

Waktu Pelaksanaan : 300 (Tiga ratus ) hari kalender.

Waktu Harga Satuan Jumlah Biaya

Bln/Hari (Rp,-) (Rp,-)

I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL

A. Tenaga Ahli

1.
S1 Teknik 

Sipil/Lingkungan/Penyehatan/Ke

smas/Perencanaan Wilayah Kota

Org/Bln 1 10 10 9,500,000.00     95,000,000.00     

95,000,000.00     

Konsultan Individu 

Dibuat Oleh,Diketahui Oleh,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

WENNI HANDAYANI, ST

NIP. 19820321 201503 2 002

Ir. DEDI RINALDI, M.Si

NIP. 19680622 199303 1 007

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO. POSISI KUALIFIKASI Vol.Sat. Jumlah

Padang,                   Februari 2024

JUMLAH

Pendampingan Penjaminan Kualitas Data SPM Air Minum Dan Air Limbah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera 

Barat 


